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P E R A T U R A N   D A E R A H  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR   4   TAHUN   2006 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat 

dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan penyertaan modal 
Daerah Kepada Pihak Ketiga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor  4593); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61 Seri D 
Nomor 31); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 
Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 
17 Seri D Nomor Seri 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sugai SelatanTahun 2000 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sugai Selatan Nomor 16); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor Seri 1); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 
 

MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR). 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada 

suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan 
suatu imbalan tertentu. 

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang 
berwujud uang maupun barang. 

7. Bank Perkreditan Rakyat adalah Badan Usaha Pemerintah Daerah di bidang 
keuangan/perbankan 

 
 

BAB II 
TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal 
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented. 


